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Abstrak

Pertentangan pendapat mengenai penjatuhan pidand teshadap seorang
pelaku pidana pembunuhan sudah sejak lama menjatenpk di negara
Indonesia. Terutama dari perspektif hukum Islam Hiab-Kitab Hukum Pidana
(KUHP). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahistem sanksi pidana terhadap
tindak pidana pembunuhan antara KUHP dengan hulslen dan seberapa jauh
sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidal@an yang dapat
disumbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (KUKRg¢h karena itu,
penulis membuat beberapa rumusan masalah yangadamta: (1) Bagaimankah
sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana pemiamwantara KUHP dengan
hukum Islam ? (2) Seberapa jauh sistem sanksi pig@mbunuhan dalam hukum
pidana Islam yang dapat disumbangkan dalam pemhgimarhukum pidana
(KUHP)? Untuk menjawab permasalahan serta tujuametigan, digunakan
metode pendekatan yuridis normatif. Jenis datangtaZekunder meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahanurhuKkersier yang
dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Darsihgpembahasan diketahui
bahwa Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalariKldapat berupa pidana
mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidanmib@han. Sedangkan dalam
hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapatpla hukuman gishash,
hukuman diyat, kifarat, dan hukuman ta’zir. Meskipgalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP menegaskan bahwa selain ketentuan pidana yamapat dalam KUHP
dan ketentuan-ketentuan pidana khusus yang telafdedngkan oleh pemerintah
adalah tidak berlaku di Indonesia, termasuk hukudaipa Islam. Namun Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan hukum pidalaan Iserutama dalam
kategori jarimah ta‘zir, sebagai bagian dari pelakean otonomi khusus yang
diberikan oleh pemerintah pusat. Dasar hukum pepenehukum Islam di propinsi
NAD adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentatogomi khusus untuk
Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentamgigsan otonomi Aceh
menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak saat ijungah peraturan terkait
dengan hukum Islam dikeluarkan oleh pemerintahrata®lAD.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pembunuhan, Kitab Undang-Undang RuRidana
(KUHP), Hukum Islam.
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Abstract
Disagreements over the imposition of capital pumeht on a criminal offender
have long been a polemic in the country of Indane&specially from the
perspective of Islamic law and the Penal Code (KUHPhis study aims to
determine the system of criminal sanctions agacrghinal acts of murder
between the Criminal Code with Islamic law and Hawthe system of criminal
sanctions for murder in Islamic criminal law tharcbe donated in the renewal of
criminal law (KUHP). Therefore, the authors makevesal formulation of the
problem which includes: (1) How is the system dimigtal sanctions against
criminal acts of murder between the Criminal Codthwslamic law? (2) How far
is the system of criminal sanctions for murderskamnic criminal law that can be
donated in the renewal of criminal law (KUHP)? Tasaver the problems and
objectives of the study, the normative juridicapagach method is used. The data
types of Secondary Data include primary legal matsy secondary legal
materials, and tertiary legal materials collecteardugh library research. From
the results of the discussion it is known that ¢heninal sanctions for murder
stipulated in the Criminal Code can be in the fooh capital punishment,
imprisonment, imprisonment and additional crimipahalties. Whereas in Islamic
criminal law criminal sanctions for murder can be the form of gishash, diyat,
kifarat, and ta'zir sentences. Although in Artidleoaragraph (1) of the Criminal
Code affirms that in addition to the criminal premns contained in the Criminal
Code and special criminal provisions that have bgmomulgated by the
government are not applicable in Indonesia, inahgdilslamic criminal law.
However, the Province of Nanggroe Aceh Darussalgpli@s Islamic criminal
law especially in the category of tamahzir jarimal,part of the implementation of
special autonomy granted by the central governmé&he legal basis for the
application of Islamic law in the province of NAB Law No. 44 of 1999
concerning special autonomy for Aceh and Law Noofl2001 concerning the
expansion of Aceh's autonomy into Nanggroe Acehugdalam. Since then a
number of regulations related to Islamic law haeet issued by the NAD regional
government.

Keywords: Criminal Sanctions, Murder, Criminal Code (KUHP3Jdmic Law

PENDAHULUAN

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimanarnt@lajadi tekad para pendiri bangsa
adalah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang O&#8Hy ialah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonemeajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksank&tertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sddrdlk mewujudkan tujuan nasional
tersebut, konstitusi negara kita juga mengamanatger berusaha mewujudkan cita-cita
demoklrasi yang berdasarkan atas hukum atau mevanjudgara hukum yang berkedaulatan
rakyat:

! Sri Endah WahyuningsitRrinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam HukuRidana Islam
dan Pembaharuan Hukum Pidana Indone€i@takan Kedua, Badan Penerbit Universitas Dipamego
Semarang, 2013, hal. 15.
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talt@db menjelaskan jika
Indonesia merupakan negara berdasarkan hdkdokum merupakan salah satu kaidah atau
norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum laganrdiartikan sebagai peraturan hidup
yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnyeriteku, bersikap di dalam masyarakat
agar kepentingannya dan kepentingan orang laimdergi. Fungsi kaidah hukum pada
hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan rmnu Kaidah hukum bertugas
mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam maaydeakkepastian hukum agar tujuannya
tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Agar kepgath manusia terlindungi, maka hukum
harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat beulaggecara normal, damai, tetapi dapat
terjadi juga karena pelanggaran hukum atau yargpdisdengan tindak pidana.

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai lkédefaan dan keadilan sosial.
Keadilan adalah merupakan hak manusia yang palieigdasar. Tegaknya keadilan menjadi
tuntutan abadi dan universal setiap manusia digeldunia, maka menegakkan keadilan adalah
salah satu kewajiban manusia dalam menjalankansifukekhalifahannya. Keadilan akan
melahirkan ketenteraman, maka tujuan hukum dalameks kehidupan sosial kemasyarakatan
adalah menciptakan keadilan soéial.

Pertentangan pendapat mengenai penjatuhan pidatiatertaadap seorang pelaku
pidana pembunuhan sudah sejak lama menjadi poldmilegara Indonesia. Bahkan, ketika
Indonesia secara tegas menolak resolusi PBB yaladx tinenyepakati adanya pidana mati,
perdebatan ini sangat menarik dan banyak pendapat pakar hukum yang pro dan kontra
terhadap sikap Indonesia ini.

Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidamanms¢benarnya bertitik tolak
pada permasalahan keadilan rasa kemanusiaan dategpban terhadap kemungkinan
timbulnya kejahatan lagi. Alasan para pakar yangengang adanya penjatuhan pidana mati
terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adal@&n&aalasan kemanusiaan dan penjatuhan
pidana mati tidak akan dapat mencegah kejahatarmmaargurangi angka kejahatan. Namun
bagi mereka yang sepakat dengan pemberlakuan pidatiali Indonesia adalah semata-mata
karena rasa keadilan dan ketenteraman yang adaaldimdmasyarakat. Masyaraakat
menginginkan keadilan, dimana bagi seorang pembaepantasnnya dibunuh pula. Ini terbukti
dengan adanya idiom di dalam masyarakat bahwa huk@mberikan jaminan kehidupan
kepada pelaku pidana pembunuhan, sedangkan piHakrg@ korban menelan kepahitan
mendalam karena hukum tidak memberikan rasa keadida ketenteraman.

Ketidak-adaan rasa ketenteraman dan keadilan yiaagplan oleh masyarakat dengan
tidak ada hukuman pidana berat atau hukuman nedi @laku pidana pembunuhan, bahkan
dapat menimbulkan rasa dendam yang mendalam, yangungkinan timbul kejahatan baru
terhadap pelaku pidana pembunuhan. Oleh karenadhggian ahli hukum bahkan mayoritas
masyarakat muslim menghendaki agar nilai-nilai mikpidana Islam jadikan menjadi hukum
nasional.

Hukum Islam menempat tindakan pidana pembunuhajasejengan tujuh macam dosa
besar. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa alagamaa yang sah sama dengan
menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Hukuamishenempati jiwa sesudah agama,
sebagai hak asasi untuk dibela, dijaga dan diharrdatuk menghargai dan menghormati
betapa penting hak hidup sehingga dalam hukum Isteemberikan sanksi pidana kepada
pembunuh dengan hukuman mati. Hukuman terhadagkipddejahatan pembunuhan (delik

2 Sajipto RaharjoSisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesi@etakan |, Kompas, Jakarta, 2003, hal.
7.

% Edi Setiadi dan Rena Yuliddukum Pidana EkonomiGetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha
IImu, Yogyakarta, 2010, hal. 6.
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pembunuhan) dikenal dengaishash.Dilik pembunuhan adalah merupakan salah satu dari
tujuh macam dosa yang paling besar, dan dosa permbanradalah sesudah ddsdir.*

Di kalangan ahli hukum yang lain berpendapat bahwleum pidana nasional telah
menganut hukum pidana mati, seperti termuat dalarmbkKUndang-Undang Hukum Pidana
(KHUP) Pasal 340, apabila pelaku telah merencandkdebih dahulu untuk melakukan
pembunuhan itu. Hukuman Pidana mati telah ada noramg mengaturnya, persoalannya
adalah kemampuan penyidik dalam mengungkapkan faktsbunuhan itu dan pembunuhan
yang bagaimanakah yang dikenakan hukuman ‘nati.

Penelitian ini mencoba membandingkan masalah yatay dengan menggunakan
berbagai perspektif untuk menarik suatu benang mé&mearspektif yang penyusun angkat adalah
perspektif hukum Islam dan Kitab-Kitab Hukum PidgK&HP). Hal ini dianggap penting agar
mendapatkan titik temu, mengenai sanksi pidana paottan.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapaguti antara lain:

1. Bagaimankah sistem sanksi pidana terhadap tindd&npi pembunuhan antara KUHP
dengan hukum Islam ?

2. Seberapa jauh sistem sanksi pidana pembunuhan dalkom pidana Islam yang dapat
disumbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (K@HP)

METODE

Penelitian ini meupakan jenis penelitian hukum radifmatau penelitian hukum
doktrinal, dengan menggunakan spesifikasi penelit®cara deskriptif. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder yaitu dengan meaggnrbahan hukum primer berupa Al-
Quran, KUHP, UU No. 8 th. 1981 tentang Hukum AcBidana, RUU KUHP, dan peraturan
perundangan lainnya yang berkaitan dengan materulipan hukum ini. Bahan hukum
sekunder, terdiri dari buku-buku atau hasil peraglityang berkaitan dengan tindak pidana
pembunuhan. Serta bahan hukum tersier yang membepé&tunjuk dan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan skunder terdiri dari: Katdukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Surat kabar atau majalah dan Ensiklopedia Indon&sienik pengumpulan data melalui studi
pustaka dan dokumen. Analisis data yang dipakandglenelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Antara KUHP Dengan
Hukum Idam

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut judmga kejahatan terhadap

nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatag yilakukan berupa penyerangan
terhadap nyawa orang lain. Obyek dari kejahataadalah nyawa manusia. Jadi dalam hal
ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindd&npi pembunuhan apabila korbannya
adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Sedarnipdak pidana pembunuhan
dalam hukum Islam, menurut Imam Malik hanya dibedaknenjadi dua macam
pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja danypernén yang tidak sengaja, hal
ini disebabkan karena Al-Qur'arhanya menyebutkan dua macam pembunuhan, yaitu
sengaja atau tidak sengaja.

* Haliman,Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlusm8ah, Bulan Bintang, Jakarta,
1971, hal. 275.
%5 http://digilib.itb.ac.id/gdl. tgl 28-11-200diakses pada 25 November 2018.
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Pengaturan dan sanksi tindak pidana pembunuhan yang disengaja
Pengertian dari pembunuhan yang disengaja dalaranimuklam ialah seorang
mukalafsecara sengaja dan terencana membunuh orang yAngutegi darahnya (tak
bersalah), dengan dasar kehendak yang kuat bahavahatius dibunuh olehnya.
Pengertian dari pembunuhan yang disengaja ini rdeipgan yang diatur dalam hukum
pidana Indonesia yaitu pelaku menghendaki akibagyakan terjadi dari perbuatan
yang dilakukannya, yaitu meninggalnya orang laialaih KUHP, pembunuhan yang
disengaja diatur dalam Pasal 338 sampai dengan B38aPada umumnya sanksi
pidana terhadap pembunuhan yang disengaja yangr giada KUHP adalah berupa
pidana penjara selama waktu tertentu yang lamaengaritung pada subjek pelaku,
obyek / korban, bentuknya, dan ada atau tidak adpagencanaan terlebih dahulu.
Pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam dilalam Al-Qur’an Surat Al-
Bagarahayat 178-179, yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kajshashberkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengargor@ndeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang sfapg mendapat suatu
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkamgikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membdgeyat) kepada yang
memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yangikiemitu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Bsiapey yang melampaui batas
sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pdagm’ dalam gishash itu ada
(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, bagi oranggrgang berakal, supaya
kamu bertagwa>”’

Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana penfamwang disengaja
berupagishas yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yaaly telakukannya,
oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, mékleugaega akan mendapatkan
sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihoiati.

Namun dalam hukum pidana Islam dikenal; adanya p&anaatas perbuatan yang
dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Penmaafadapat meringankan hukuman
terhadap pelaku, dimana yang seharusnya pelakuapati@n sanksi hukumaishas
namun karena adanya pemaafan dari keluarga korlada pelaku dapat dibebaskan
dari hukumargishasdiganti dengan membayediyat kepada keluarga korban atau wali.
Wali adalah orang yang berhak menuntut pembalgsitn, ahli waris dari korban. Wali
inilah yang berhak menuntut dijatuhkannya pidanhagap pelaku, bukan penguasa
(pemerintah). Tugas pemerintah hanyalah menangkgensbunuh. Oleh karena itu
keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wali korban.

Mengenai besarnydiyat, dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW, yang gatin
“Barangsiapa membunuh (orang tak bersalah) se@argag (dan terencana), maka
urusannya kepada pihak keluarga si terbunuh, jikeeka mau, menuntut hukum balas
membunuh; dan jika mau, mereka menudiyat, yaitu (membayar) tiga pulutiggah
(onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahemgat) dan tiga pulufadza’ah
(onta yang masuk tahun kelima) serta empat pkihaifah (onta yang sedang bunting)
dan, apa saja yang mereka tuntut kepada si pembsshdigai imbalan perdamaian,
maka ia (imbalan itu) untuk mereka, dan yang deamikiu untuk penekanan pada dia.”

Pembayarandiyat hendaknya diminta dengan baik, misalnya dengaak tid
mendesak yang membunuh apabila memang belum marmipk membayarnya, dan
yang membunuh hendaknya juga membayar dengan tmslinya tidak menunda-

® Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjemahnyalakarta, 1984, hal. 43
" H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah
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nunda pembayarannya jika memang sudah mampu urgaoibayarnya. Selain itu juga
tidak boleh menuntut pembayaraiyat yang melebihi batas yang besarnya sudah
ditentukan seperti pada tersebut di atas.

Pada hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidalermik adanya pemaafan
secara cuma-cuma dari keluarga korban apabila tetgdi tindak pidana pembunuhan
yang disengaja. Pada hukum Islam, pemaafan cuma-éoidapat memungkinkan
pelaku terbebas dari hukumgishasdandiyat, namun dalam hukum pidana Indonesia
pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pentfaimtidak dapat mempengaruhi
ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnyagdintddakim yang memeriksa
dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang teladn ad

Sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP tidak terdamakuman yang
mengharuskan memberikan ganti rugi kepada kelukogban, misalnya membayar
diyat seperti pada hukum Islam. Karena dalam hukum pigtlang diatur dalam KUHP,
hukum pidana merupakan mutlak hukum publik dimaeayplesaiannya sepenuhnya
menjadi hak negara. Namun apabila kita perhatilkaienarnya pihak yang paling
dirugikan apabila terjadi tindak pidana pembunulagalah keluarga korban, sebab
sudah barang tentu keluarga korban akan merasdahkgan salah satu anggota
keluarganya dan mungkin akan kehilangan sumberhaesilgnnya apabila korbannya
merupakan tulang punggung keluarga yang bekerjaskumbencari nafkah bagi
keluarganya. Oleh karena itu sanksi pidana penjang diatur dalam KUHP mungkin
hanya akan memberikan keadilan dari dari aspekibhtidari keluarga korban karena
pelaku sudah mendapatkan sanksi pidana yang sétapga dipidana penjara selama
waktu tertentu, namun dari aspek materiil keludgdban tidak mendapatkan balasan
atau ganti rugi materiil dari pelaku karena telaambunuh salah satu anggota keluarga
korban yang menjadi sumber penghasilan bagi kedunyay

Dalam hukuman pidana Islam, selain akan mendapatkaRksi pidana berupa
gishasatau membayadiyat, terhadap pelaku dimana pembunuhan juga akan manda
hukuman di akhirat, sebagaimana firman Allah SWamaSuratAn-Nisaa’ Ayat 93,
yang artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh sgorarkmin dengan sengaja maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnyaAdah murka kepadanya, dan
mengutuknya serta menyediakan azab yang besarybBagin

* Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Dengan

Tidak Disengaja

Pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunwdrantgrjadi karena pelaku
tidak menghendaki akibat dari perbuatannya. Merigéndak pidana pembunuhan
yang tidak disengaja ini, diatur dalam Pasal 35HRUTerhadap setiap orang karena
kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, meKlWwHttP diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau kurungan palama satu tahun. Bentuk dari
kealpaan ini dapat berupa perbuatan yang pasif umaakgtif. Contoh perbuatan yang
pasif misalnya penjaga palang pintu kereta apirkatertidur pada waktu ada kereta
yang melintas dia tidak menutup palang pintu sefanmengakibatkan tertabraknya
mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan pemgatyang pintu ini berupa perbuatan
yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangbatoh perbuatan yang aktif
misalnya seseorang yang sedang menebang pohonateernmyenimpa orang lain
sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohantik kealpaan dari penebang
pohon berupa perbuatan yang aktif.

Hukum Islam mendefinisikan pembunuhan yang tidademjaja adalah seorang
mukalafyang melakukan pembunuhan karena adanya kesalBbarbunuhan karena
kesalahan diatur dalam Al-Qur'aBurat An-Nisaa’ ayat 92, yang artinya:
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“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh sepraukmin (yang lain),
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan basamp membunuh seorang mukmin
karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan sedramjpa sahaya yang beriman
serta membayatiyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunyhkecuali jika
mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika iatdidiunuh) dari kaum yang
memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklahesibpnuh) memerdekakan
hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terburddr) kaum (kafir) yang ada
perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, mfakadaklah si pembunuh)
membayaudiyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terburautd memerdekakan
hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidakperolehnya, maka
hendahklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulaarbettirut untuk penerimaan taubat
dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahgi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat di atas terdapat ketentuan sebagaiuberik
a) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh mukammya, hanya diwajibkan

membayar kifarat berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan
membayadiyat yang diserahkan kepada keluarga korban;

b) Seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya danivkgang memusuhinya
karena tidak sengaja, hanya diwajibkan membé&yfarat berupa memerdekakan
seorang hamba sahaya mukmin;

¢) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh orafig yang ada perjanjian
damai, diwajibkan membayé#&ifarat berupa memerdekakan seorang hamba sahaya
mukmin dan membayaliyat yang diserahkan kepada keluarga korban;

d) Jika tidak mungkin memerdekakan budak, maka dagantl dengan cara berpuasa
selama dua bulan berturut-turut.

Pada pembunuhan yang tidak disengaja, besatiygd yang harus dibayarkan
kepada keluarga korban jumlahnya sama dengan pedndnnyang disengaja, yaitu
berupa 100 ekor unta. Tetapi jenis/ klasifikasiangts berbeda. Absullah Ibnu Mas’ud
r.a telah menceritakan Hadis berikut, bahwa RasiluBAW telah bersabda, yang
artinya: ‘Diyat pembunuhan karena keliru (tersalah) ialah duahpekor untahiggah
Dua puluh untgaza’ah, dua puluh ekor untlintu makhagdua puluh untaintu labun
dua puluh ekor untbani makhad/ang betina.”

Pembunuhan tidak sengajdiyatnya ialahmukhafafah(diyat ringan), diyat ini
pembayarannya tidak hanydibebankan kepada korban saja, melainkan juga bisa
kepadakeluarganya, selain itu pembayarannya juga bisasdisselama tiga tahun.
Membebankardiyat mukhafafatkepadakeluarga pelaku dengan pertimbangan bahwa
pelaku sedangertimpa musibah karena ketidak sengajaammgagakibatkan matinya
oerang lain sehingga diwajibkamembayar diyat dan kifarat. Oleh karena itu
keluarganyasepantasnya menolong keluarganya yang sedang raenigalusibah.
Namun apabila pelaku maupun keluarganya benar-beitak mampu untuk
membayarnya, maka yang membagigiat adalah Negara yang diambil daaitul Mal
(kas Negara). Hal ini didasarkan padiadis Nabi saw yang mengajarkan, yang artinya:
“Aku adalah wali bagi orang yang tidak mempunyaliwama sekali”

Pembunuhan yang tidak disengaja, menurut hukummigian KUHP sanksi
pidananya lebih ringan daripada pembunuhan yangngdéga. KUHP hanya
memberikan sanksi pidana penjara paling lama lahan atau bahkan mungkin hanya
dipidana kurungan paling lama satu tahun. Hal amta jauh lebih ringan bila
dibandingkan dengan pembunuhan yang disengaja giatg pada Pasal 338 KUHP
dimana ancaman pidana bisa lima belas tahun pemmaurut hukum Islam, sanksi
pidana pembunuhan yang tidak sengaja juga lebgamnirdaripada pembunuhan yang
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disengaja. Pada pembunuhan yang tidak disenga& tithncam dengan hukuman
gishas
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku psmban yang tidak

disengaja selain dapat dikenai sanksi pidana perjapat juga dikenai sanksi pidana
kurungan. Pidana kurungan sifatnya lebih ringan giata pidana penjara, misalnya pidana
kurungan ini bisa diganti dengan membayar dendinggh tidak perlu melaksanakan
hukuman kurungan bila sudah membayar denda. Tujdan pemberian sanksi
pembunuhan yang tidak disengaja ini adalah supagagolebih berhati-hati dalam
melakukan perbuatannya agar tidak merugikan orairg lebih-lebih sampai berakibat
kematian. Sebab agama dan negara sangat menghbak&idup manusia, sehingga tidak
mungkin akan membiarkan hilangnya nyawa yang digebakarena kelalaian orang lain
tanpa dikenai sanksi.

B. Sistem Sanks Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam yang Dapat
Disumbangkan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (K UHP)

Hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, waiindak pidanagisas, hudud
dantakzir. Ada juga penulis yang hanya membagi menjadi ddanky pokok, yaitu tindak
pidanahududdantakzir. Pembagian versi kedua ini disebabkan oleh asbhatsvahudud
adalah semua jenis tindak pidana yang secara thgas dalam Al-Qur'an damadis
baik sifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukamsehingga tindak pidargisas
masuk ke dalam randludud Sementara itu, semua jenis tindak pidana yarai tidasuk
ke dalam ranahududberarti masuk ke dalam wilay#dkzir.

“Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakanimggalan kolonial Belanda
yang disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun #i84§an beberapa perubahan
menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Pasal 1 ayat (1) KUHP
kemudian menegaskan bahwa selain ketentuan pidamg terdapat dalam KUHP dan
ketentuan-ketentuan pidana khusus yang telah digkda oleh pemerintah adalah tidak
berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana Isli@skipun begitu, propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam menerapkan hukum pidana Islamareeutialam kategojarimah ta‘zir,
sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus giuegikan oleh pemerintah pusat.
Dasar hukum penerapan hukum Islam di propinsi NARlah Undang-Undang No. 44
Tahun 1999 tentang otonomi khusus untuk Aceh dasiabigrUndang No. 18 Tahun 2001
tentang perluasan otonomi Aceh menjadi Nanggrod Azrussalam.

¢ Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Idam

Dasar atau asas hukum Pidana Islam terkandung dale@ur'an dan Hadis
Rasulullah SAW., baik secara eksplisit maupun isiplBeberapa asas hukum pidana
Islam yang telah dikemukakan oleh para pakar hulslaom, diantaranya Ahmad
Hanafi, Mohammad Daud Ali, yaitu asas legalitasasasarangan memindahkan
kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak ldfersdimly Asshiddigie
menambahkan asas taubat dan asas kondisional. ddranivhad Tahir Azhary
mengemukakan asas ekualitas, tetapi beliau tidalyabeitkan dasar hukum ekualifas.
a. Dasar Keadilan

Berdasarkan surat An-Nisaa' ayat 58 dan ayat 18Bwh: “Sesungguhnya Allah

menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang kbenkeaerimanya, dan

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antaaausia supaya kamu

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah menpeggajaran yang sebaik-

8 Moerdani,Hukum IslamPustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hal. 166.
° Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri, Al-Jina’i Al IslamiMu’assasah Al-Risalghcet. Ke-11, jilid I,
Beirut, 1992, hal. 118.
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baiknya kepadamu.” “Sesungguhnya Allah adalah M#endengar lagi Maha
Melihat. Sesungguhnya Kami telah menurunkan KitdlahAkepadamu dengan
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antarasimadengan yang telah
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu memadantang (orang yang
tidak bersalah), karena (membela) orang-orang khremat”°

b) Dasar manfaat
SuratAl-Maidah ayat 119: “Inilah saat (hari) orang-orang yangadvefpada tutur
kata dan amal perbuatan) memperoleh manfaat dbeneean mereka. Mereka
memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sunmejes, mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada med@ mereka pun rida kepada-
Nya. ltulah kemenangan yang aguniy.”
Manusia secaraqgati maupun melalui lembagaa’zir. Tidak ada yang
membahagiakan manusia, selain rida Allah. Suvainus ayat 49, bahwa
“Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan keratata dan tidak (pula)
kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dredki Allah.”
Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan Allahtipaguk kemanfaatan setiap
manusia. Demikian pula ketentuan hukum tindak mdbaik yanggat’i maupun
yang diserahkan melalui lembaga’zir, sudah pasti ada rahasia Allah untuk
kepentingan dan kemanfaatan manusia, selain untidnginndarkan dan
menghilangkan kemudaratan yang dihadapi atau dial@nusia. Sungguh Allah
Maha Mengetahui atas keadaan yang menimpa damadampa manusia.

¢) Dasar keseimbangan
Asas keseimbangan berdasarkan surat Al-Baqgarahla@tayat 179, surat An-
Nisaa’ ayat 92, ayat 93. Surat An-Nisaa’ ayat 92 @3, seperti telah dikemukakan
pada huruf b, adalah mengandung asas manfaat, naefaim mengandung asas
manfaat, surat An-Nisaa’ ayat 92 dan 93 juga mehgag asas keseimbangan.
Dalam surat An-Nisaa' ayat 92 dan ayat 93 ditemukentang jenis-jenis dan
bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang seimbangraantindak pidana
“pembunuhan dengan tidak sengaja” dan kondisi pefakupun kondisi keluarga
korban (terbunuh). Selain itu, ayat-ayat ini jugangandung asas kondisional yang
dijelaskan dalam sub bagian angka 12.

d) Dasar kepastian hukum
Asas kepastian hukum antara lain berdasarkan Alitata ayat 15 bahwa “....Kami
tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorasgl:R Dalam ayat tersebut
secara tegas dinyatakan bahwa Allah tidak akan azafgsiapa pun sebelum Allah
Yang Maha Adil mengutus seorang Rasul untuk meng#itap wahyu Allah kepada
manusia antara lain mengenai ketentuan-ketentubigang hukum, baik yanggt'i
maupunzanni Artinya, seseorang atau siapa pun juga tidak akatuhi hukuman
sebelum ditentukan ketentuan hukum secara pastipumagannj baik jenis
perbuatan pidananya maupun bentuk hukumannya.

€) Dasar Praduga Tak Bersalah
Dasar hukum asas ini dalam hadis-hadis RasululsV,Syaitu tentang hukuman
terhadap tindak pidana perzinahan, antara lainshi@ditang Ma'iz bin Malik dan
GamadiyaH? dan hadis-hadis lain.

1% Syrat An-Nissa ayat 58 dan ayat 105

' Surat Al-Maidah ayat 119

2 Departemen Agama Republik Indonesid;Quran dan TafsirannyaJilid 1, Cetak Ulang,
Wicaksana, Semarang, 1993, hal. 297

3 Topo SantosoMembumikan Hukum Pidana Islam; Penegakkan Syasdand Wacana dan
Agenda Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hal. 123
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89.

“La hukma liaf ali-l'ugala i gabla wurndin-nassi’tidak ada hukum atas
perbuatan orang yang berakal sebelumreddketentuan}?

Hadis berikut &al-aslu fil-asyya’ i wal-if alil- ibahah, asal semua perkara dan
semua perbuatan adalah ibadah atau boleh (keceetanma dan perbuatan yang
ditentukan hukumnya secara pasti).

f) Dasar AsasLegalitas

Surat AnNisaa’' ayat 58, 59, dan 105. Surat-Nisaa' ayat 58, sebagaimana
telah dikemukakan dalam pembahasan pada asasare&ah menentukan tentang
kewajiban memegang amanah dan berlaku adil dalametaygkan hukum. Sedangkan
surat AnNisaa’ ayat 59 menentukan tentang kewajiban saiifapg yang beriman
agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kep@daulil amri (penguasa atau
pembentuk hukum) yang menjalankan perintah-periitidth dan yang menjauhi
larangan-Nya, serta mengembalikan kepagariah Islam (Al-Quran dan Hadis)
apabila di antara manusia terdapat perselisihadgpen tentang sesuatu hal.

g) Dasar AsasPemberian Maaf

Hukum pidana Islam dikenal asas pemberian maafsudnya dalam tindak
pidana pembunuhan, baik tindak pidana pembunuhagatiesengaja maupun tindak
pidana pembunuhan dengan tidak sengaja, dan pelukdalam tindak pidana
pembunuhan terkandung hak Allah (hukum publik, kaadung pula hak insani
(hukum perdata).

h) Dasar/Asas Musyawarah

Menentukan jumlaldiyat yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan, tentushar
didahului oleh adanya pembicaraan untuk memusydokana hak dan kewajiban
masing-masing pihak, agar tidak terjadi hal-halgyamerugikan. Jika pelaku adalah
orang yang tidak mampu di bidang ekonomi, atau lgelya, jika keluarga korban
atau korban bersangkutan memang sangat memertlikah maka tentu diperlukan
musyawarah. Rasulullah SAW telah menentukan batdgat dalam hadis-hadis
beliau. Namun ketetapan Rasulullah tidak berarthuhg pintu musyawarah bagi
para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Sumbangan Sanks Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Bagi Pembaharuan
Hukum Pidana

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hydidama, karena merupakan
puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkaerosang yang telah bersalah
melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pera@aierarti menyatakan seseorang
bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadapakesalya tersebut. Dengan demikian,
konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh sigmifikan terhadap pengenaan
pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalgbetmadii sebagai ‘dapat dicela’, maka di
sini pemidanaan merupakan ‘perwujudan dari celaasgbut?®

KUHP tujuan pengenaan pidana tidak dirumuskan aeelsplisit. Namun demikian,
Rancangan KUHP justru sebaliknya. Tujuan pengemadana atau pemidanaan, baik
bersifat pembalasan maupun pencegahan, dirumuscamaslebih gamblang. Mengenai
tujuan pencegahan dirumuskan secara eksplisitinHtdrlihat sangat jelas dalam rumusan
Pasal 51 Ayat (1) huruf a dan b. Pemidanaan bamujmencegah dilakukannya tindak
pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengaymasyarakat’. Rumusan tujuan

* Hanafi,Asas-Asas Hukum Pidana Isla@et.4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 58.
15 i
Ibid.,
'® Huda ChairulDari Tiada Pidana Tanpa KesalahaRrenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.
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ini me1n7ekankan pentingnya prevensi umum sebagaraonkleberhasilan pelaksanaan
pidana.

Tujuan pembalasan dirumuskan lebih secara impfisienyelesaikan konflik yang
ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseingan, dan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat”, adalah tujuan-tujuan pengenatang atau pemidanaan yang dapat
dilakukan dengan menjatuhkan (membalas).

Dengan pemidanaan, diharapkan konflik antara petntaia korban dapat selesai.
Selesainya konflik yang timbul akibat suatu tinga#tana membawa masyarakat kembali
dalam keadaan seimbang, yang sempat goyah karedaktipidana yang dilakukan
pembuat. Keseimbangan tersebut pada gilirannya ak@mdatangkan kedamaian bagi
masyarakat. Selain itu, pengenaan pidana dilakwiedam rangka ‘membebaskan rasa
bersalah pada terpidana’. Hal ini merupakan bepeikbalasan yang sifathya empiris.
Rumusan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaayp lyarsifat pembalasan ini
ditempatkan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) hudsfn d Rancangan KUHP.

Rancangan KUHP lebih maju dari KUHP yang sekarangrlaku, vyaitu
dirumuskannya dengan tegas tujuan-tujuan pengep@ima atau pemidanaan, namun
tidak mudah menghubungkan antara tujuan-tujuanelbeis dengan kesalahan. Baik
kesalahan sebagai ‘alasan yang mengesahkan penggidaaa’ maupun sebagai ‘batas
pengenaan dan pelaksanaan pidana’.

Tujuan pemidanaan hanya dikatakan, ‘pemidanaan pakam suatu ‘proses’ dan
hakim yang menentukan tujuan dari proses terséimatkah proses tersebut terkait dengan
kesalahan pembuat, tidak tergambar sama sekalcaRgan KUHP juga tidak memberi
penjelasan yang memadai tentang hubungan antaemty@ang satu dengan yang I&in.

KESIMPULAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukapatl disajikan kesimpulan sebagai
berikut :
1. Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan yanku#éa berupa penyerangan terhadap

nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yangkaklan dengan sengaja dalam
KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sainggngan Pasal 350 mengenai
Kejahatan Terhadap Nyawa. Sedangkan pada tindangigpembunuhan yang tidak
sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP P&&&l. Landasan hukum mengenai
tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam diatland beberapa ayat dalam Al-
Qur'an antara lain: Surat Al-Maaidah ayat 27-31raBWAl-An’aam ayat 151, Surat Al-
Israa’ ayat 31 dan 33, dan juga diatur dalam Hildisi Muhamad SAW.

Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHRatdaprupa pidana mati,
pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tamb&wetangkan dalam hukum pidana
Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukgishash hukumandiyat, kifarat,
dan hukumara’zir. Dalam hukum pidana Islam, apabila terjadi tingekana pembunuhan
yang berhak menentukan sanksi pidananya adalalk pidaarga atau ahli waris dari
korban, apakah pelaku akan dijatuhi hukuman, atmaafkan dengan membaydiyat
atau dimaafkan secara cuma-cuma. Pemaafan secaaacauma ini memungkinkan pelaku
pembunuhan tidak akan mendapatkan sanksi pidanauap&edangkan dalam hukum
pidana Indonesia meskipun pelaku tindak pidana penotan sudah mendapatkan

" saleh Roeslarstelesel Pidana IndonesiAksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 112.
8 Hamzah AndiSistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Resiike ReformasiPradnya

Paramita, Bandung, 1986, hal. 82.

Y Ibid.
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pemaafan dari keluarga korban, proses hukumnyahm@sap berjalan karena yang

menentukan hukumannya adalah Negara.

Sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidéara dapat disumbangkan dalam
pembaharuan hukum pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 (@ydUHP menegaskan bahwa

selain ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHRkegentuan-ketentuan pidana khusus
yang telah diundangkan oleh pemerintah adalah tliedkaku di Indonesia, termasuk

hukum pidana Islam. Namun Propinsi Nanggroe Acehusalam menerapkan hukum
pidana Islam terutama dalam kategimah ta‘zir, sebagai bagian dari pelaksanaan
otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusasar hukum penerapan hukum
Islam di propinsi NAD adalah Undang-Undang No. 4dhdn 1999 tentang otonomi

khusus untuk Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tah@i 28ntang perluasan otonomi

Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak gaasdjumlah peraturan terkait

dengan hukum Islam dikeluarkan oleh pemerintatradialAD.

Dasar Pelaksanaan Pemidanaan Pidana Islam antar®dsar Keadilan, Dasar
Manfaat, Dasar Keseimbangan, Dasar Kepastian Hukkasar Praduga Tak Bersalah,
Asas Legalitas, Dasar Asas Pemberian Maaf, Dasas/Musyawarah. Semua dasar yang
digunakan dalam pelaksanaan pemidanaan Pidana tsl@gbut sesuai dengan tujuan
Pemidanaan menurut KUHP. Meski dalam KUHP tujuamgpeaan pidana tidak
dirumuskan secara eksplisit. Namun demikian, dd&kamcangan KUHP tujuan pengenaan
pidana atau pemidanaan, baik bersifat pembalasapungencegahan, dirumuskan secara
lebih gamblang. Pemidanaan bertujuan ‘mencegaltkukiémnya tindak pidana dengan
menegakkan norma hukum demi pengayoman masyardbkahgan pemidanaan,
diharapkan konflik antara pembuat dan korban dsglatai.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukahkaka dapat diberikan saran sebagai

berikut :

1.

Sudah sepantasnya terhadap pelaku pembunuhan skiyasgang disengaja dan terencana
mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya mengikgghatan yang telah
dilakukannya. Selain itu pembunuhan merampas ha& asanusia di mana hak tersebut
dilindungi oleh Undang-Undang. Permintaan kata rnpaalu dilakukan dari pelaku kepada
keluarga korban dan siap menerima resiko yang telpbrbuat.

Kepada aparat penegak hukum, berikanlah keadilany yeeadil-adilnya baik kepada
pelaku kejahatan. Pemberian hukuman yang setingmafidnjaran sesuai dengan apa yang
telah ia perbuat supaya dapat membuat jera terhfaaglagunya agar tidak mengulanginya
lagi.
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